(SALINAN|

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan
sinkronisasi kesesuaian materi pasal demi pasal,
untuk itu perlu direvisi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

s

Indonesia Nomor 1092);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat Il
Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Langkat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
Il Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan ((Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan ((Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6676);



T

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tetang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan;

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 29), sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomeor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 57);

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2021)
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman  Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2021 nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah schingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Jalur zonasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf a terdiri atas:

a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen) dari daya tampung sekolah;

b.  jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari daya tampung sekolah.

(2) Jalur afirmasi secbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf b paling secdikit 15% (lima belas persen) darn
daya tampung sekolah.

(3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c¢ paling banyak
5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

(4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3), Sckolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai

o

berikut :



Pasal 14
Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta
didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 15

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai

berikut:

a. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;

b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan
khusus;

c. sekolah berasrama;

d. sckolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan

e. sekolah di daerah vang jumlah penduduk usia sekolah tidak
dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1

(satu) rombongan belajar.

Pasal 16
Dinas Pendidikan dapat  melibatkan sekolah  yang
diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB

sebagaimana dimaksud dalaun Pasal 12.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 17

(1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta
didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang
ditetapkan Pemerintah Daerah.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang
diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal
pendaftaran PPDB.

(3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena
keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat

keterangan domisili.



(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. bencana alam; dan/atau

b. bencana sosial.

5. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi
tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf a wajib menyertakan:

a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program
penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik
yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika
terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam
program penanganan keluarga tidak mampu.

(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan
peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak
mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan
verifikasi data dan lapangan scrta menindaklanjuti hasil
verifikasi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pemalsuan buk:i keikutsertaan peserta didik dalam
program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

6. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26:

a. sekolah vang diselenggarakan oleh masyarakat yang
telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang

memungut biaya; dan

o



b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
dilarang :

1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang
terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun
perpindahan peserta didik; dan

2. melakukan pungutan untuk membeli seragam
atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

(2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal T & 2021
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal T -7~ <0

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HU

ALIMAT IGAN, SH
PEMBINA ['K.I
NIP. 197303803 200212 1 005



